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5.1 Kesimpulan

Kohabitasi merupakan praktik hidup bersama antara pria dan wanita
layaknya suami istri tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah. Perkembangan
pesat dalam setiap aspek kehidupan manusia telah menunjukkan kohabitasi
sebagai fenomena sosial yang berkembang dalam setiap lapisan masyarakat.
Fenomena kohabitasi bukanlah fenomena baru di kalangan masyarakat Eropa
pada umumnya sebab praktik kohabitasi telah berlangsung lama dan menjadi
kebiasaan umum masyarakat Eropa.

Dalam konteks Indonesia sebagai negara yang memiliki beragam budaya
dan agama, kohabitasi menjadi suatu perilaku yang dilarang atau dianggap tabu
karena adanya budaya dan tradisi yang sangat terkait dengan nilai-nilai agama dan
keluarga. Kohabitasi juga dilarang karena tidak sesuai dengan aturan ataupun
norma yang berlaku dalam masyarakat, yakni perkawinan sebagai satu-satunya
syarat mutlak bagi pasangan untuk menjalin hidup bersama sebagai suami-istri
dan berorientasi pada kehidupan berkeluarga. Para pelaku kohabitasi dapat
dikenai sanksi yang tegas sesuai dengan norma ataupun undang-undang yang
berlaku seperti KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

Dalam sejarahnya, praktik kohabitasi telah lama dikenal, baik dalam
bentuk gundik dan nyai pada masa kolonial maupun dalam wujud relasi informal
yang saat ini marak di kalangan muda. Kohabitasi kini tidak hanya merupakan
problem moral ataupun hukum, tetapi juga mencerminkan adaptasi individu
terhadap dinamika ekonomi, ketidaksiapan psikologis dan tekanan budaya
kontemporer. Namun demikian, praktik kohabitasi di Indonesia tetap menjadi
polemik karena berbenturan dengan nilai-nilai hukum positif, adat dan norma
agama yang mengedepankan ikatan perkawinan sah sebagai fondasi kehidupan
bersama.

Transformasi kohabitasi di Indonesia sangat dipengaruhi oleh interaksi
budaya lokal dan Barat, serta faktor-faktor sturuktural seperti modernisasi,

urbanisasi dan globaisasi. Perkembangan hukum seperti undang-undang
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perkawinan dan KUHP menunjukkan adanya upaya negara dalam merespon
fenomena ini melalui kriminalisasi atau regulasi untuk menjaga tatanan sosial.

Kohabitasi dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti perubahan nilai
budaya, pendidikan, ekonomi, sosial dan psikologis. Kohabitasi atau kumpul kebo
sering menjadi alternatif bagi pasangan muda, khususnya di wilayah perkotaan,
dalam menghadapi tekanan ekonomi dan sosial. Dalam konteks Indonesia yang
multikultural dan multireligius, kohabitasi tetap menjadi isu krusial yang
menuntut perhatian serius dari semua elemen masyarakat, termasuk regulasi
negara, nilai-nilai budaya dan institusi keagamaan.

Dampak positif kohabitasi bagi kehidupan masyarakat mencakup
kebebasan individu dan relasi yang lebih kolektif. Selain itu, terdapat juga
beragam dampak negatif kohabitasi bagi individu dan masyarakat seperti risiko
bagi stabilitas psikologis individu, stigma sosial, kerugian ekonomi, pelanggaran
norma dan adat, rusaknya tatanan sosial, konflik budaya hingga lemahnya
penghargaan terhadap sakramen perkawinan. Oleh karena itu, Gereja Katolik juga
menekankan perlunya pendampingan pastoral, edukasi iman dan penguatan
formasi calon pasangan muda agar mereka memahami makna sejati perkawinan
Kristiani dan hidup dalam kesetiaan terhadap ajaran Gereja di tengah tantangan
zaman modern.

Kohabitasi, dalam pandangan Gereja Katolik, merupakan cara hidup
ataupun perilaku yang bertentangan dengan perkawinan Katolik yang
menekankan aspek monogam dan tak terceraikan. Fenomena sosial ini menjadi
polemik di kalangan umat Kristiani dan menimbulkan keprihatinan para pimpinan
Gereja. Dalam dokumen-dokumen dan Megisterium Gereja seperti Gaudium et
spes, Humanae Vitae dan Familiaris Consortio, kohabitasi merupakan realitas
pastoral modern dan tantangan perkawinan Katolik yang dipicu oleh alasan sosial-
ekonomis, ketidakdewasaaan psikologis dan pengaruh budaya. Pilihan hidup
tersebut tidak sejalan dengan ajaran iman Katolik karena mengabaikan komitmen
dan kesakralan perkawinan. Hal ini dapat berdampak pada pembatasan
penerimaan sakramen pada pasangan.

Dalam seruan apostolik Amoris Laetitia, Paus Fransiskus menekankan

pentingnya pemahaman dan pendampingan terhadap pasangan kohabitasi agar
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diarahkan menuju pernikahan yang sah dan sakramental. Beberapa budaya lokal,
seperti di wilayah Nusa Tenggara Timur, memandang kohabitasi sebagai bagian
dari tahapan adat menuju pernikahan, namun Gereja tetap menegaskan bahwa
hidup bersama harus disertai ikatan hukum dan religius agar selaras dengan nilai-
nilai kekristenan atau ajaran iman Katolik. Dampak negatif kohabitasi terhadap
kehidupan umat Katolik mencakup gangguan terhadap sakramen perkawinan,
pudarnya makna kesetiaan dan cinta sejati, ketidakjelasan status anak, hingga
ekskomunikasi, yang menjadikan kohabitasi sebagai tantangan serius bagi
kehidupan menggereja.

Kohabitasi umumnya terjadi di kalangan kaum muda dan sering dipicu
oleh faktor ekonomi, beban adat seperti belis atau kurangnya edukasi mengenai
seksualitas dan nilai perkawinan. Gereja tidak semata menolak realitas seperti ini,
melainkan juga hadir secara pastoral untuk merangkul pasangan kohabitasi
melalui pendekatan empatik, edukasi moral, serta pendampingan menuju
pemahaman yang benar tentang perkawinan Katolik yang suci, monogam dan tak
terceraikan.

Dalam merespons kompleksitas kohabitasi, Gereja Katolik menempuh
strategi pastoral yang inklusif dan dialogis, mencakup katekese cinta kasih,
edukasi seksualitas dan dialog partisipatif dengan pasangan dan komunitas. Gereja
juga menekankan pentingnya pelatihan interdisipliner bagi para calon imam dan
agen pastoral agar mereka mampu memberikan bimbingan kontekstual dan
relevan. Tujuanya adalah mengarahkan pasangan kohabitasi menuju kehidupan
berkeluarga yang sah dan bermartabat dalam terang iman Katolik. Keterlibatan
aktif seluruh elemen seperti pasangan kohabitasi, keluarga, para agen pastoral dan
masyarakat merupakan kunci keberhasilan pendekatan ini. Dengan demikian,
Gereja bukan hanya menjaga ajaran, tetapi juga mewujudkan kasih melalui

tindakan yang membangun dan menyelamatkan umat di tengah tantangan zaman.
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5.2 Saran

Fenomena hidup bersama tanpa nikah semain marak terjadi di tengah
masyarakat Indonesia, termasuk umat Katolik. Tanggapan Gereja sagatlah tegas
dalam menyikapi problem ini agar pasangan mengarahkan hidup pada perkawinan
sebagai suatu sakramen. Berbagai tanggapan dan implikasi pastoral Gereja
Katolik menunjukkan keterlibatan Gereja dalam meminimalisir ataupun
memutuskan rantai perkembangan fenomena ini. Berdasarkan hasil kajian dalam
penulisan ini, penulis hendak menyampaikan usul saran kepada berbagai pihak
dengan berorientasi pada lahirnya kerja sama semua pihak dalam mengatasi

problem seputar kohabitasi ini.
5.2.1 Bagi Para Agen Pastoral

Para agen pastoral merupakan para pembimbing yang berperan penting
dalam memberikan edukasi pastoral seputar perkawinan Katolik yang bersifat
sakral. Penulis mengamati peran penting para agen pastoral seperti para uskup,
pastor dan kaum religius bagi perkembangan iman umat. Keberhasilan edukasi
dan sosialisai kepada umat ditentukan juga oleh metode yang digunakan oleh
setiap agen pastoral dalam mengedukasi umat tentang perkawinan Katolik. Oleh
karena itu, setiap agen pastoral sangat penting untuk meningkatkan pelatihan
interdisipliner dalam imu teologi, psikologi dan konseling agar para agen pastoral
semakin memahami konteks hidup umat dengan berbagai latar belakang dan
menemukan pendekatan yang tepat bagi umat Katolik di berbagai wilayah.

Para agen pastoral diharapkan menjadi pembimbing rohani yang aktif
memberi pengajaran dan bimbingan tentang sakramen perkawinan secara
kontinual dalam homili, katekese pranikah ataupun dalam pelayanan pastoral
keluarga. Selain itu, kejelian para agen pastoral untuk membuka ruang dialog
pastoral secara inklusif dan berpartisipasi mendengarkan sharing pasangan
kohabitasi dalam pertemuan kelompok kecil serta membimbing pasangan yang
hidup dalam kohabitasi merupakan metode yang baik dalam pengarahan mereka
untuk menemukan jalan menuju pertobatan dan penghayatan iman yang lebih

mendalam terutama pemahaman secara baik tentang perkawinan Katolik.
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5.2.2 Bagi Masyarakat atau Umat Kristiani

Masyarakat atau umat Kristiani merupakan sasaran utama ataupun tujuan
dari pelayanan pastoral Gereja Katolik. Keterlibatan umat sangat penting dalam
kehidupan menggereja. Dalam kaitannya dengan fenomena kohabitasi, umat
Kristiani perlu meningkatkan pemahaman secara mendalam mengenai makna dan
martabat sakramen perkawinan dari ajaran Gereja, seperti dokumen Familiaris
Consortio, seruan apostolik Amoris Laetitia dan Kitab Hukum Kanonik. Oleh
karena itu, orang tua perlu aktif dan terbuka berdialog dengan anak-anak tentang
nilai perkawinan, relasi, seksualitas dan komitmen hidup bersama termasuk
dampak hukum dan sosial dari kohabitasi secara jujur dan bijak tanpa sikap
menghakimi atau mengucilkan dan dibangun dalam dialog dengan kasih yang
menyeluruh kepada anak-anak.

Umat Katolik perlu membangun budaya saling mendampingi dalam
semangat sinodal, yakni berjalan bersama, mendengarkan dan menuntun pasangan
kohabitasi menuju kehidupan yang sesuai dengan Injil dan ajaran Gereja.
Beragam usaha demikian mengarah pada upaya konkret Gereja membangun
kesadaran, pendampingan dan pemulihan nilai-nilai Kristiani dalam relasi
antarpribadi umat Katolik. Dengan demikian, Gereja dan masyarakat atau umat
menawarkan solusi nyata, sehingga perkawinan Katolik semakin relevan di tengah

perubahan zaman.
5.2.3 Bagi Kaum Muda

Kaum muda merupakan generasi muda yang mengalami transisi dalam
berbagai aspek kehidupan dan merupakan masa depan bangsa dan Gereja. Dalam
kaitannya dengan fenomena kohabitasi, kaum muda merupakan kalangan yang
paling rentan terhadap fenomena ini. Melalui pembahasan ilmiah ini, kaum muda
perlu memahami makna pernikahan Katolik secara mendalam, memanfatkan
program persiapan nikah Gereja dan berelasi secara bijak bersama pasangan
seperti tidak terburu-buru dalam hubungan, berdiskusi dengan pasangan tentang
masa depan, membangun relasi yang saling menopang iman dan bersama-sama

menyelesaikan problem finansial dengan kreatif serta menghindari kohabitasi.
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Kohabitasi nampak mudah dan praktis bagi masayarakat, tetapi kaum
muda sebagai generasi bangsa dan Gereja perlu mengutamakan perkawinan yang
sah dalam berelasi dengan pasangan dan mengarahkan hidup secara total dalam
kebenaran iman dan penghayatan perkawinan yang monogam dan kekal. Dengan
komitmen teguh untuk menghindari kohabitasi, berbagai persiapan dalam relasi
dan dukungan keluarga yang nampak dalam persiapan perkawinan, kaum muda

akan mampu membangun hubungan yang bijak menuju perkawinan sakramental.
5.2.4 Bagi Para Tokoh Adat

Tokoh adat merupakan pemegang otoritas budaya yang berperan strategis
dalam membentuk pandangan masyarakat tentang perkawinan. Bertolak dari
fenomena kohabitasi yang disebabkan oleh mahar atau belis, maka para tokoh
adat perlu meninjau tradisi mahar dan aktif mensosialisasikan dampak negatif
kohabitasi kepada generasi muda serta berkolaborasi bersama orang tua untuk
memberikan edukasi sederhana tentang nilai-nilai perkawinan adat yang luhur dan
bermoral. Dengan demikian, kolaborasi antara adat dan agama dapat menciptakan
solusi berkelanjutan untuk mengurangi kohabitasi sambil mempetahankan nilai-
nilai luhur budaya.

Berbagai usul dan saran yang diberikan kepada beberapa kelompok
penting di atas, tentunya sangat berpengaruh bagi kehidupan bersama terutama
dalam usaha mengatasi fenomena kohabitasi yang berdampak buruk bagi
kehidupan umat Katolik seperti di Indonesia. Perubahan nilai-nilai sosial,
globalisasi dan krisis spiritualitas telah mempengaruhi cara pandang seseorang
terhadap institusi perkawinan. Kendati demikian, Gereja terus mendorong
pendekatan yang inklusif, edukatif dan menyeluruh untuk membimbing dan
mengarahkan umat pada penghayatan yang benar tentang makna perkawinan
Kristiani dan menghindari perilaku kohabitasi. Penulis yakin bahwa, melalui kerja
sama antara berbagai pihak seperti para agen pastoral bersama, keluarga Katolik,
kaum muda dan para tokoh adat, fenomena kohabitasi dapat teratasi. Selain itu
juga, Gereja dan masyarakat telah memulihkan martabat perkawinan sebagai

panggilan luhur.
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